
 
 

 

 

 

BUPATI CIAMIS 

PROVISI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI CIAMIS 

NOMOR   34   TAHUN 2015 

  

TENTANG 

 

PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN  

PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DI KABUPATEN CIAMIS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI CIAMIS, 

Menimbang     :  a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan 

Wilayah Terpadu, mengamanatkan Pembangunan Wilayah 
Terpadu merupakan pembangunan terhadap suatu 

kawasan terpilih berdasarkan perencanaan, pengendalian, 
dan evaluasi program pembangunan secara terpadu dengan 
memperhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan 

ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah; 

b. bahwa dalam rangka optimalisasi perencanaan 
pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Ciamis 

secara efisien dan efektif dalam memanfaatkan sumber 
daya dan sumber dana yang ada, perlu adanya petunjuk 

teknis yang mengatur tentang tahapan, tatacara 
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pengembangan 
Kawasan Agropolitan; 

c. guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan b, perlu menetapkan Pedoman Teknis Perencanaan 

Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Ciamis 
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Barat; 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme;  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah; 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 
tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan  

yang  menjadi Kewenangan Pemerintah  Kabupaten Ciamis; 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis. 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS 

PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN 

AGROPOLITAN DI KABUPATEN CIAMIS 

. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom; 

2. Bupati adalah Bupati Ciamis; 

3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Ciamis. 

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 

Kabupaten Ciamis. 

5. Desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut dengan  nama  

lain,  selanjutnya  disebut  Desa,  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  

yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan 

mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  

berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  

tradisional yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  



 
 
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara pemerintahan yang 

dilaksanakan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di 

wilayah Kabupaten Ciamis. 

7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam 

aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap 

pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks 

pembangunan manusia. 

8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan 

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 

kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian 

sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial 

untuk jangka waktu tertentu. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis yang 

selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan  

daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan 

arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 

(lima) tahunan yang merupakan penjabaran  dari visi, misi, dan program 

Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD 

Provinsi dan RPJM Nasional. 

11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah selanjutnya disebut RKPD adalah 

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang 

merupakan penjabaran dari RPJMD.  

12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut 

Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 

(lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, 

program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas 

dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.    

13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja 

SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode  1 (satu) tahun 

yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang 

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis maupun yang 

ditempuh dengan mendorong partispasi masyarakat.   

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJM-

Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang 

memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan 

desa, kebijakan umum dan program prioritas kewilayahan. 

15. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa 
adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan 

penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi 
desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang 
dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan 

pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh 
pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
dan RPJM-Desa. 

16. kawasan agropolitan merupakan kawasan yang terdiri atas satu atau lebih 

pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian 

dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya 

keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman 

dan sistem agrobisnis. 



 
 

BAB II  

PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN PENGEMBANGAN 

KAWASAN AGROPOLITAN 

 

Pasal 2 

Pedoman teknis Perencanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan 

satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal  4 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetauinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis 
 

                                                            Ditetapkan di Ciamis 
      pada tanggal  2 Juli 2015 
 

BUPATI CIAMIS, 

 

Cap/ttd 

 

H. IING SYAM ARIFIN 

 

Diundangkan di Ciamis 
pada tanggal  2 Juli 2015      

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, 

 

Cap/ttd 

 

H. HERDIAT S. 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
Ttd/cap 

 
AEP SUNENDAR, SH., MH. 

NIP. 19621018 198303 1 005 


